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Motte : “Hai orang-orang yang berimen, jadikaniah sabar dan sholat
menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena
sabar dan sholat ifu menenangkan jiwa, menctapkarn diri,
menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong
berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendapingi) orang-
orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)

Kupersembahkan untuk ;

» Kmmmfmnﬁasa
mendo’akan dan mengharapkan
keberhasilanku

> Saudara-saudaraku serta seluruh
keluargaku

» Sahabat-szhabat terbailda

> Alamamaterku.
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Judul Skripsi : PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAIJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Penulis, Pembimbing,

DAVID IRHAMNUDIN H. SAMSULHADI, SH., MH.
ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis
hakim Pcngadilan Negeri Klas I A Palembang?

2. Apakah hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis
hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,
terutama yang bersangkutan dengan Pemeriksaan pembuktian tindak pidana
Korupsi oleh majelis hakim, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum
sosiclogis yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak berinaksud untuk
menguii hipotesis.

Tekhnik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan,
dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (wawancara di
lapangan), Bahan hukum sekunder (literatur), dan bahan hukum tersier (kamus
umum, kamus hukum, ensikiopedia dan lain lain).

Tekhnik Pengolahan Data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi,
untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut
dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksazn pembuktian tindak pidami Korupsi oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu sesuai dengan ketentuan
dalam KUHAP dengan membuktikan unsur-unsur yang termuat sesuai
dengan dakwaan jaksa peauntut umurn, sehingga majelis hakim
memeriksa sejalan dengan dakwaan dan alat bukti seperti saksi dan alat
bukti tulisan, maupun keterangan ahli serta pengakuatn terdakwa yang
teruangkap di muka persidangan.

2. Hambatan dalam Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleb
majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu:

a. Apabila saksi tidak dapat hadir dikarenakan sudah pindah tugas;

b. Pembuktian melalui keterangan ahli yang dihadirkan berdomisili di
luar Propinsi Sumatera Selatar.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

indonesia adalah negara yaug berdasarkan atas hukum  Segala
tindakan penguasa maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum yang
berlakv dan tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang tentang
persamaan di muka pemerintahan dan persamaan di muka hukum. ketentuan
ini terdapat dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 menyebutxan
bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hnkum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung tingg! hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam negara hukum terlebih-lebih negara yang sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata-mata berfungsi
sebagai sarana sosial kontrol tetapi juga harus mampn berfungsi sebagai sarana
sosial engenering. Kemudian scbagai sarana kontrol maka hukum berfungsi
untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku
dalam hidup masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai tingkah laku
mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam hidup bersama.

Hukum sebagai sarana sosial enginering berusaha untuk

menciptakan suasan yang tertib dan teratur dalam suasana dimana hukum



berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai social planning yang
dicita-citalkan kehidupan bersama."

Berdasarkan hal di atas konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya
membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan suatu bentuk
kekuatar mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk militer, sebagai
suatu sub sistem dari inasyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh
melalii aturan-aturan hukumn itu sendiri. Jika sesorang melakukan suatu tindak
pidana maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan keientuan pidana
vang telah ditetapkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa ada tindak pidana korupsi ini
merupakan tindak pidana khusus, oleh karena itu diatur secara khusus dalam
Undang-undang tertentu. Undang-undang ini berlakv secara khusus terhadap
tindak pidana iersebut senigga aturan yang knusus menyampingkan aturan
yang bersifat umum juga dalam tindak pidana khusus ini pemeriksaan dalam
penyidikan kenyataannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pada tindak
pidana umum ini nenyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selalu merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara yang juga menghambat
pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga korupsi harus

diberantas. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

dalam perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

D Harun M. Husein 2000, Surat Dakwaan Teknik FPenyusunan Fungsi dan
Permasalahannya. Rineka Cipta. Jakarta, him.6.



Dalam peneriksaan tindak pidana korupsi ini diperlukan alat bukti
yang kuat, salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Oleh karena itu dalam
pemeriksaan tindak pidana korupsi ini dipeilukan pihak terdakwa korupsi dapat
melakukan peinbuktian ierbalik, ini berarti pihak rerdakwa akan membuktikan
bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan saksi-
saksi dan sebagainya. Pembuktian terbalik ini dapat dilakukan di semua tingkai
pemeriksaan, baik tingkat penyidikan maupun di pemeriksaan pada pengadilan
negeri. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak tidak melakukan
korupsi, maka dia akan bebas dari segala dakwaan.

“Pelaksaraan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang
sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penvidikan, penuntutan, peradilan
oleh pengadilan dan pcmasyarakatan.”z’

Penyeienggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya
aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan,
penangkapan, penahanan, penuntutan dain pemeriksan di sidang pengadilan
atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga
pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara
pidana

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan dengan

pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim, untuk

2 Soesilo Yuwono, 2007, Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP,
Aiumni, Bandung, hlm.5.



maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLFH

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS | A PALEMBANG.

B. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adaiah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis
hakim Pengadilan Negeri Klas [ A Palembanyg ?
2. Apakah hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis

hazkim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, schingga sejaian
dengan permasalakan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan
dalam penclitian ini yang bersangkut paut dengan pemeriksaan pembuktian
tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang :
1. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majeiis hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Hambatan dalam pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim

Pengadilan Nege:i Klas I A Palembang.



D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip
hukum, terutama yang bersangkutan dengan dengan Pemeriksaan pembuktian
tindak pidana Koiupsi oleh majelis hakim, maka jenis penelitiannya adalan
penelitian hukuin sosiologis yang bersifat desir iptif mengoambarkan dan tdak
bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan
dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka
teoritis dan kensepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

a. bahan nukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang reievan

b bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teoil, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada rclevansinya

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan majelis
hakim Pengadilan negeri Klas I A Palembang

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode

analisis isi ( content analisys ) terhadap data tekstular unmtuk selanjutnya

dikonstiuksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :



Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tuiuan Penelitian, Metode Penelitian, serta
Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erai kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana,
Tindak Pidana Korupsi, Macam-macam alat bukti Perkara pidana dan putusan
serta upaya hukum terhadap putusan pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pemeriksaan
pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas
I A Pzlembang dan hambatan dalain pembuktian tindak pidana Korupsi oleh
maielis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1 Pepgcrtian Tindak Pidana

Dapat dikeinukakan bahwa dalam Kitzb Undang-undang Hukum
Pidana tidak memberikan suaiu nenjelasan mengenai apa yang scbenarnya
dimaksvd dengan tindak strafbaarfeit tersebut. Secara harfiah strafbaarfeit
dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang
sudah barang tentu tidak depat, oleh karena kelak akan kita ketahui hahwa
yang dapat dihukum itu sebenarrya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan
kenyataannya, perbuatan atau tindakan.”

Pembentuk Undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan
mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksudkan dengan perkataan
strafbaarfet, maka timbulleh di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa
yang sebenarya yang dimaksud dengan strefbaarfet tersebut.

Menurvt Hazawinke! Suringa merumuskan yang bersifat umum dari
strafbaarfeit sebagai suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu telah ditolak
di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang
harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sasaran-sasaran

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

% p.AF. Lamintang, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,
Bandung, hlm. 172



Van Hamel merumuskan strafbaarfeit tersebut sebagai suatu serangan
atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan Pompe”
merumuskan strafbaarfeit secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma
ataupun gangguan terhadap iertib hukun: yang dengan sengaja aiau tidak
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi erpeliharanya tertib liukum dan

terjaminnya kepentingan umum.?

Berbagai istilah yang telah diberikan oleh para sarjana terhadap kata
strafbaaryeit itu sendiri sebagai berikut :

a. Tindak pidana.

b. Perbuatan pidana.

Pelanggaran pidana.

f}

Perbuatan yang boleh dihukum.

e

¢. Perbuatan yang dapat dihukum (Stragbepalingen).”

Dari beberapa istilah tersebut di atas yang paling tgepat untuk dipakai
adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan
saju yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar
suruhan) atau tidak bertindak. Menurut Simon peristiwa pidana adalah

perbuatan salah melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh

“ {bid, him. 17

5 Moeljatnu, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, him 54



seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simon tersebut

menunjukkan unsur-unsur tindax pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia

b. Perbuaian inanusia itu harus melawan hukum

¢. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang

d. Haras dilakukan oleh seseorang vang mamnpu bertanggung jawab

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.
Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, menyatakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yaug dilarang oileh suatu aturan
bukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang
crupa pidana tertentu, bagi barairg siapa yang melanggar larangan
tersebut. Dapat juga dikatakan bzhwa perbuztan pidana adalal,
perbuatan vang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan dituiukan pada

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditiinbulkan oleh
kelakukan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada

orang yang menimbulkannya kejadian tersebut.”

Larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbuikan kejadian itu ada hubungan yang
erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang
dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang
ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka
dipakailah kata perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk
kepada kedua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan

kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

% Ibid., hlm. 37.
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Atas dasar yang diuraikan di atas, maka Moeljatno berpendapat bahwa
kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa
sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementarza
dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Scbab peristiwa itu adalal
pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang
teiteniu saja seperti matinya orang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak
melarang adanya orang mati, tetapi mclarang adanya orang mati karena
perbuatan orang lain. Jika matinya orang iiu dikarenakan keadaan alam entah
karena penyakit atau karena sudah tua atau karena tertimpa pohon yang ditivp
angin, maka peristiwa itu tidak perting sama sekali bagi hukum pidana. Juga
tidak penting jika matinya orang itu karena binatang, baru apabila matinya
orang itu ada hubungan dengaii kelakuan orang iain, dalam hal inilzh peristiwa
tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Dapat dikemukakan bahwa ada lain istilah yang dipakai dalam hukun
pidana yaitu tindakan pidana. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak
Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.
Meskipun kata tindak pidana ditunjuk kepada hal yang abstrak seperti
perbuatan tapi hanya menyatakan keadaan koikrit. Sebagaimana halnya
peristiwa, perbedaan tindak adalah kelakuan atau tingkah laku, gerak gerik
atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk,
tindakan dan bertindak. Belakangan juga sering dipakai tindak atau ditindak.

Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal maka dalam
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perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam
pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannva hampir selalu dipakai pula kata
perbuatan.

Selanjutnya dikemukakan pengertian dari tindsk pidana korupsi
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
men jelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau pcrekonomian
negara pidana penjara scumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
derda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua raius juta rupiah) dan
paling banyak Kp. 1.000.000.000.- (saiu milyar rupian) ™
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri seadiri atan orang laiu

atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kcwenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabaian atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana sevmur
hidup atau dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rn. 1.000.060.000.- (satu milyar rupiah).

Dalam: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dijelaskan bahwa
korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
berupa badan hukum maupun badan-badan hukum.” Sedangkan yang
tergolong pada pegawai negeri adalah meliputi sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang

kepegawaian.
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2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daeran.
4. Orang yang menerima gaji atau vpah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangain negara atau daerzh atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari niegara atau masyarakat.
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-ndang secara tegas
raenyatakan bahwa peianggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut
sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketertuan vang diatur daiam Undang-
undang Nomor 31 tahun i969.
2. Jenis Tindak Korupsi
Sebagaimana diketahui bahwa jenis tindzak pidana ini diketahui ada dua
jenis yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana
umum merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang, tindak pidana umum ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana yang berlaku secara umum. Aturan pidana adalah aturan
hukum, seperti telah diketahui bahwa aturan hukum berisi peniiaian bahwa
kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum, seperti telah
diketahui bahwa aturan hukum berisi penilaian bahwa kelakuan-kelakuan yang
berhubungan dengan aturan hukum itu adlah baik atau jelek bagi masyarakat

dan karenanya sepatutnya jika kelakuan demikian boleh dilakukan atau tidak
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boleh dilakukan dalam kehidupan masyarkat. Karena hal inilah maka hukum
juga dipandang sevagai keseluruhan penilaian mengenai cara bagaimana orang
sepatutnya berbuat dalam hidup masyarakat sebagai keseluruhan aturan

bertingkah laku.

Selanjutiya aturan hukum pidana bersifat umum, aturan hukum ini
tidak ditetapkan untuk seorang tertentu, melainkan uniuk semua orang
dalam imasyarakat tertentu. Aturan hukum tidak berhenti berlaku
bilamana ia telah ditetapkan untuk suvatu kejadian tertentu, melainkan
selalu dapat diterapkan lagi setiap kali ada kejadian-kejadian yang
berhubungan dengan aturan hukum tersebut Sifat yang vmum
mengakibatkan pula kesamaan hukum artinya: “aturan yang sama untuk

kejadian-kejadian yang sama.”

Sedangkan terhadap iindak pidana khusus, tindak pidana ini diiakukan
oleh orang atau Leberapa orang secara khusus dan aturan yang khusus. Tindak
pidana khusus ini seperti tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang
tertentu yaitu pegawal negeri dengan aturan yang khusus yaitu Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999. Orang dapat dikatakan korupsi apabila
memenuhi  ketentuan ini yaitu barang siapa dengan melawan hukuni
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang ian atau suatu badan
yang secara langsung dan tidak langgsung merugikan keuangan negara dan
atau perekonomian atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan

tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

" Roeslan Saleh, 200+, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru,
Jakarta, hlm.2.
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B. Macam-macam Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Mengenai aiat-alat hukti yang dikemukakan oleh R. Atang
Ranaoemihardja sebagai berikut:

“Yang dimaksud alat bukti (Bewijs Middle) adalah alat-alat yang ada
hubungannya dengan suatu kejabatan dimana alat-alat tersebut dapat
dipergunakan scbagai bahan pembuktian guna menimbulkan
ikemungkinan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana
yang dilukukan oleh terdakwa”.”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana Pasal 184 mervmuskan 5 {lima) alat bukfi yang sah
vaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Pasal i butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang
dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami dengan
menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Dari rumusan Pasal 1 butir (21) Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:

a. Keterangan dari orang

b. Mengenai suatu peristiwa pidana

? Bambang Waluyo, 2008, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 38.



c. Yang dilanggar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.'”

Mengenai siapa yang disebut saksi, Pasal 1 buiir (26) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahva “Orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepeatingan penyidikan. Penuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yarg ia dengar sendiri dar ia
alami sendiri”.

Kemudian kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yaitu
sebagai berikut :

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan
terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian
atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan Iéin sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu.

¢. Dalam menilai kebenaran tentang saksi. hakim harus meinperhatikan :
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

19 R Soesilo, 2006, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-
komentar lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, hlm.5.
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3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi
keteraugan yang tertenua
4) Cara hidup berkesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan
dipercaya
d. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan
yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu
sesuai dengan keterangan dari saksi vang disumpah dapat

dipergunakan sebagai tanibahan alat bukti saksi yang lain.'"”

Keterangan Ahli

)

Pasal 1 butir (28) Kitab Undang-vndang Hukum Acara Pidana
menyatakan bahwa “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tertang hal yang dipergunakan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan periksaan”.

Bambang Waluyo memberikan pernyataaan tentang keterangan
saksi ahli yaitu keterangan dari saksi ahli adalah pemberi keterangan ini
harus mempunyai keahlian khusus sehingga dapat memberi keterangan
atau penilaian dan kesimpulan. Dalam praktek ada kecendrungan bahwa

keahlian ini harus dibuktikan dengan:

"' Andi Hamzah, 2010, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia-
Indonesia, Jakarta, hlm. 235.
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a. Gelar kesarjanaan

b. Setifikat atav [jazah

c. Jabatan-jabatan tertentu.'”

Kedudukan keterangan ahli ini, dapat bertindak sebagai:

a. Keterangan ahli yang ditanya pendapatnyz tentang sesuatu soal dan
keterangan ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya mengenai suatu
perscaian yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu
pemeriksaan.

b. Keterangan saksi ahli vang ditanya adalah rengetahuannya mengenai
sesuatu perkara, saksi ahli ini menyaksikar barang bukti atau saxsi
diam, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

Pasai 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
mensyaratkan bahwa keterangau ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan

di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga mudah diberikan pada

waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dituangkan dalam

suatu bentuk laporan dan di buat dengan mengingat sumpah di waktu ia

menerima jabatan atau pekerjaan.

Surat

Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

mensyaratkan bahwa surat-surat bukti sebagai alat bukti harus dibuat atas

12} Bambang Waluyo, Op.Cit., him. 22.
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sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau dengan

dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah sebagai

berikut:

a. Berita acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangan itu.

b. Surai yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oich pcjabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang manjadi tanggung jawabnya dan diperuniukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahlinya memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta szcara

resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dan alat pembuktian yang lain.

Syarat surat untuk dapat dijadikan alat bukti sah di sidang
pengadilan

adalah harus dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah
KUHAP tidak mengatur hal yang demikien, maka sesuai dengan jiwa
KUHAP kepada hzkimlah diserahkan pertimbangan itu dalam hal ini

hanya akte autentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat di
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bawah tangan seperti dalam hukum perdata, tidak dipakai dalam hukum
acara pidana, dalam hal urtuk pembuktian.

Petunjuk

Pasal 188 avat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
merumuskan petunjuk sebagai bahan pembuatan, kejadian atau keadaan
yang karna persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupur: dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi
sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk bukaniah merupakan alat pembuktian yang langsung,
tetapi pada dasarnya adalak hal-hal yang disimpulkan pembuktian yang
lain.

Selanjutnya di dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana daiam membuat konstruksi tentang alat bukti
petunjuk, maka hakim harus mendasarkan penilaian dari:

a. Keterangan saksi

b. Saksi
c. Keterangan Terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari sesuatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana,
setelah ia mengadakan pemeriksaan dergan penuh kecermatan dan

kescksamaan, berdasarkan hati nuraninya.
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Keterangan Terdakwa

Pasal 1 butir (15) Kitab Undang-Undang Hukun: Acara Pidana
menyatakan bahwa, “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Pasal 189 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan juga bahwa keterangan
terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuaian
yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Mengenai kekuatan pembuxtian ketcrangan terdakwa di muat
dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, vaitu :

a. Keterangan terdakwa adalah apa vang terdakwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami
sendiri.

b. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa 1a bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus

disertai dengan alat-alat bukti lain.

Selanjutnya mengenai alat bukti yang sah juga diatur dalam
Undang-Undang Pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomnor 30 Tahun
2002 yaitu tentang Tindak Pidana Karupsi

Undang-Undang ini menyatakan sebagai berikut :
1. Korupsi adalah keadaan atau perbuatan yang busuk kepada

ketidakjujuran seorang dalam bidang kekayaan.



2.

Tindak pidana korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembcrantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 31

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a. Perbuatan sescorang yang dengan atau karna melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau sesuatu badan secara langsung merugikan keuangan
negara atau daerah atau merugikan keuangan atau perexonomian
nagara atau badan bukum iain yang mempergunakan modal atau
kelonggaran-kelonggaran masyarakat.

b. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang

dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan.

3. Tindak pidana korupsi lainnya adalah

a).

b).

Perbuatan sescorang atau kama melawan hukum yang memperkaya
diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung
merugikan keuangan negara atau merugikan suatu badan yang
menerima bantuan dari keuangan negera atau daerah, badan lain yang
mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.

Perbuatan seseorang karna melawan hukum dan memperkaya diri
sendiri atau orang lain. suatu badan dan yang dilakukan dengan

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
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Pasal-pasal yang bersangkut paut dengan tindak pidana korupsi
adalah:
1. Pasal 415 KUHP tentang pergeiapan
2. Pasal 416 KUHP tentang pemalsuan
3. Pasal 418, 419, 420 KUHP menerima suap
4. Pasal 423, 425, 435 KUHP tentang menguntungkan diri sendiri secara

tidak sah.

D. Pengertian dan Macam-macam Putusan Perkara Pidana

Proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dajam
putusan pengadiian, niaka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa
yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam
Undang-undang No. 8 Tahuu 1981 Pasal 1 ayat 1! bahwa “Putusan
pengadilan adalal pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan
ierbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”

Mengenai putusan hakim di antara sarjana hukum Indonesia tidak
sama dalam pemakaiannya. Ada yang memakai dengan macain keputusan, ada
yang menggunakan unsur keputusan hakim dan ada juga yang menggunakan
isi keputusan hakim. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang mendasar hanya
saja mungkin para sarjana tersebut menggunakan istilahnya hanya karena
faktor kebiasaan belaka. Perbedaan dalam penggunaan istilah tersebut pada

dasarnya mempunyai makna yang sama, dan dalam pengertian ini yang
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digunakan istilah putusan hakim. Putusan hakim itu diikhtiarkan dari hasil
pemeriksaan, yang didapat dari saksi-saksi, alat bukti terdakwa dipersidangan
yang ada relevansinya dengan dakwaan.

Mengeﬁai jenis-jenis putusar hakim diatur daiam Undang-undang
Nomor § Tahun 1981 Pasal 191 KUHAP yang berbunyi:

(1) Jika pengadilan terpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukii, tetapi perbuatan itv tidak merupakan
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala
tuntutan hukum.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (! dan 2) di atas
maka dapat diketahui adanya putusan berupa pembebasan terdakwa, apabila
menurut hasil pemeriksaan pengadilan, ternyata kesalahan yang ditudubkan
kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan Pasal 191 ayat (1)
sedangkan pada Pasal 191 ayar (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
hal ini jika menurut hasil pemeriksaan di sidang pengadilan perbuatan
terdakwa terbukti tapi ternyata tidak merupakan tindakan pidana, jadi dari
uraian di atas adz dua jenis putusan hakim, yakni: putusan bebas dan putusan

lepas dari segala tuntutan hukum.



Selain dari ketentuan tersebut diatas maka keputusan hakim ini ada
lagi ketentuan yang mengaturnva seperti yang terdapat dalam Pasal 193 ayat
(1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat
bahwa terdakwa bersalah 1nelaknkan tindak pidana yvang didakwakan
kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dart pasal tersebut di atas, maka pergadilan akan menjatuhkan pidana
jika berdasarkan hasi! pemeriksaan, terdakwa bersalah melakukan tindak
pidara yang dituduhkan kepadanya. Jadi dari dua hal tersebut di atas, yaitu
Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP maka berarti ada tiga jenis keputusan hakim
daiam arti vonis, vaitu :

!. Putusan bebas

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

3. Putusan berupa pidana
Menurut Andi Hamzah, setiap putusan hakim merupakan salah satu di
antara tiga kemungkinan, di atas yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib

Putisan bebas

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hakim.'”

o

Selain itu menurut Hedrastanio Yudowidagdo, ia membedakan jenis
keputusan hakim dengan mengemukakan unsur keputusan itu, yakni:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

hukum
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.

' Soesilo Yuwono, Op.Cir., him.12



Dari uraian di atas, maka para sarjana sependapat bahwa ada tiga
keputusan hakim. berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing
putusan hakim.

1. Putusan Bebas

Putusan bebas akan djatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat
bawa dari has:] pemeriksaan di sidang, kesaiahan terdakwa atas kesalahan
yang didakwakan kepadanya secara sah dan menyakinkan tidak terbukti,
maka terdakwa diputus bebas.'®

Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang telah diisyarakatkan oleh
Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yakni :

a. Bahwa alat bukti yang dianut dalam sistem pembuktian adalci

sistem negatif menurut undang-undang.

b. bahwa sistem negatif menurut undang-undang menghendakinya
alat-alat b.ukti yang sah yang dapat menjadi pedoman dalam
mengambil putusan hakim.

Apabila hakim memutus bebas, maka terdakwa yang berada dalam
tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada
alasan lain yang sah menurut hakim untuk menyatakan bahwa setiap
terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Jaksa penuntut umum segera melaksanakan keputusan hakim terhadap

terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan seketika itu, sedangkan

“) Hedrastanto Yudowidagdo, 2005, Kapita Selekta Hukum Acara Fidana di
Indonesia, Bina Aksara. Jakarta, hlm.90.



terhadap barang bukti yang disita dalam perkara di pengadilan menetapkan
bahwa barang sitaan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya
tercantum dalam putusan itu kecuali barang bukti itu harus dirampas untuk
kepeniingan Negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan

lagi.

2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa jika
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa tersebnt terbukti secara sah dan tewapi perbuatan itu bukan
merupakan tindak pidana, atau karcna adanya hal-hal yang dapat
menghapus pidana tuntutan hukum.

Keputusan ini dapat terjadi bilamana tuduhan jaksa terhadap terdakwa
terbukti, perbuatan terdakwa itu bukan merupakan kejahatan atau
pelanggaran, atau karena semuanya hal-hal penghapusan pidana seperti
keadaan mendesak atau terpaksz atau dalam melaksanakan tugas.

Dalam kaitannya dengan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum
Soedirjo mengemuxakan bahwa :

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-
hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri perbuatannya
sendiri maupun menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana
terdapat dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana. Hal-hal yang
menghapus pidana dalam pasal-pasal ini bersifat umum, disamping itu

terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, misal pasal 166
dan 316 KUH Pidana."”

3 Soedirjo, 2004, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Akademika Presindo,
Jakarta, hlm.58
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Kemunghinan-kemangkinan yang lain diputus lepasnya terdakwa dari
segala tuntutan hukum yakni, berkenaan dengan keadaan terdakwa sendiri,
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana yakni: “Barang siapa
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnva atau karena penyakit

(Ziekelijke Stroring), tidak dapat dipidana.

Pasal 48 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa mclakukan perbuatan
karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Pasal 49 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa terpaksa melakukan
perbuatan uatuk melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman
scketika itu yang mclawan huitum, terhadap diri sendiri mauptin orang
lain, terhadap kehormatan kesusilaan (Een baarheid) atau harta benda
sendiri maupun orang lain tidak dipidana™.

PPasal 50 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan
untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang
berwenang tidak dipidana’.

Ketentuan dalam KUH Pidana tersebut dapat diketahui bahwa, jika
seseorang terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum telah
inelakukan tindak pidana tertentu, namun pada diri pribadi terdapat unsur-
unsur pasal-pasal tersebut di atas, maka hakim akan memutuskan terdakwa
dengan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum hal yang demikian
dalam hukuman pidana discbut alasan pemaaf.

Keputusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

hukum, maka akan berlangsung seperti peristiwa pada pembebasan, yaitu
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mengenai status tahanan orang yang salah tangkap, juga mengenai barang
bukti yang disita.

Pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa tidak dapat
dimintakan Landing selain dari pada itv juga sebagaimana yang diatur
dalam pasal 67 KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding dengan
alesan-alasan “Bebas murni dan bebas bersclubung”, namun daiam sistem

KU Pidana hal tersebut tidak dapat dimintakan lagi.

. Putusan Berupa Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP vyang berbunyi:“Jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadaaya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari ketentuan tersebut diatas berarti bahwa putusan yang berupa

pemidanaan akan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya

hukum biasa, yaitu :

. Pemeriksaan tingkat banding
Semua putusan pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri
dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang

xhusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa



pengeculian. Pengecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67
KUHAP, adalah :

a. Putusan bebas atau FVrijspraak;

b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menvangkut kurang

tepatnya penerapan hukum;

¢. Putusan pengadilan dalam acara cepat

Tujuan banding adalah untuk menguji putusan pengadilan tingkat
pertama tentang ketepatannya dan pemcriksaan baru untuk keseluruhan
perkara itu.
Pemeriksaan tinghat kasasi

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Matkamah Agung
atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud FPasal 244 dan Pasal
248 KUHAP, yaitu guna meneutukan :

a. Apakab benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak éebagaimana mestinya;
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang;

Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

o

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa
oleh Mahkamah Agung, menurut KUHAP, suatu permohonan kasasi

ditolak oleh Mahkamah Agung, jika :

a. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas;
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b. Melewau tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada
panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas
hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa;

¢. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara
tersebut;

d. Pemohon tidak mengajukan  memori Kkasasi atau tidak
memberitahukan alasan kasasi kepada panitera atau pemohon
terlambat mengajukan memor: kasasi, vaitu empat belas hari
sesudah mengajukan permohonan kasasi:

e. Tidak ada alasan kasasi atau iidak sesuai dengan ketentuan Pasal
253 ayat (1) KUHAP ientang alasan kasasi.

Sementara itu, upaya hukura luar biasa menuryt KUHAP terdiri dari
pemeyiksaan tingkat kasasi demi kcpentingan hukum dan peninjayan
kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 menentikan bahwa
perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali suatu putusan
pidana yang telah mempcroleh kekuatan hukum tetap yang mengandung
pemidanaan, dengan alasan :

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-

keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain

bertentangan;
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2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga nienimbulkan persangkaan
yang kuat. bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang
masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung
pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum
atas dasar bahwa perbuatan yang skan dijatubkan itu tidak dapat
dipidana. Perniyatazn tidak diteriinanya tuntutan Jaksa uatuk
menyerahkan perkara ke peisidangan pengadilan atau penerapan
ketentuan-keter:tuan pidana lain yang lebih ringan.

Pasal 263 ayat (2) KUHAP juga menentukan alasan yang hampir

sama, yaitu permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan Kuat,
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung, hasilaya akan berupa putusan bebas atau putusan
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum
tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar
dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata
telah bertentangan satu dengan yang lain;

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
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Kemudian, Pasal 273 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa atas dasar
alasan yang sama tersebut pada ayat (2) terhadap suat puwusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan
peninjauan kembali apabila dalam puiusan itu suatu perbuatan yang
didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu

pemidanaan.
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HASIL PENELAITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksasn pemuuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Klas [ A Palembang

Secrang liakim sebagai penegak hukum di dalam rrenjalankan
profesinya berkaitan dengan tugas yang diembannya selaku orang yang
melaksanakan pengambilan keputusan dalam perkara peigadilan. Tugas
scorang hakim di dalam Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 ientang
Kekuasaan Kehakiman. ayat (1) menyatakan bahwa hakim meinpunyai tugas
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai imkum dan rasa keadilan yang
hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa dalam
mempcriinbangkan berat ringannya pidana hakim dibebankar tugas untuk
memperhatikan pula sifat baik dari terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka, hakim merupakan pejabat yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang yang
bertugas dan berwenang mengadiii terdakwa, melakukan pemeriksaan dan
memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tak memihak di
sidang pengadilan.'®

Dcmikian juga halnya, pada pelaksanaan tugas hakim di Pengadilan

Negeri Palembang, yang khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana

'®) Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan
Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014
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Korupsi yang akhir-akhir ini melanda birokrasi Indonesia yang relative secara
jumlah semakin bertambah dari tahun ke tahui.

Penangangan kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri
Palembang Selama tahun 2007 sebanyak 4 {empat) berkas) dan tahun 20C8 3
(iiga) berkas.'”

Terhadap perkara tindak pidana korupsi dalani pemeriksaannya di
muka persidangan pengadilan, maka majelis hakim tetap melakukan
pemeriksaan sejalan dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, demikian juga
halnya dengan permaszlahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu peneirapan
sanksi terhadap pelaku iindak picana Korupsi di Pengadilan Negeri
Palembang.

Pelaksanaan sidang di pengadilan mula-mula seorang hakim
melakukan pemeiiksaan dan membacakan perkara di pengadilan terhadap
permasalahan terdakwa. Apabila hakim memandang peineriksaan sidang
pengadilan sudah selesai maka hakim mempersilahkan penuntut umum
membacakan tuntutannya. Ketentuan seperti ini dapat ditemukan dalam
KUHAP, yzkni pada Pasal 182 ayat (1) sebagai berikut :

a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum

mengajukan tuntutan pidana.

) Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan
Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014
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b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat
mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut
umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum
selalu mendapat giliran terakhir.

c. Tuntwan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaun dilakukan
segera secura tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan
kepada hakiin ketua sideng dan turunnya kepada pihak yang
berkepentingan.

Dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP di atas, maka orang dapat
mengetahui bahwa menurui hukum acara pidana. Pemabelaan dari terdakwa
atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum atas pembelaan dari
terdakwa atau penasehat hukum iw, baru diajukan setelah pemeriksaan
pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Schingga tuntutan
pidana dari penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat
hukumnya itu bukan lagi merupakan acara-acara dari acara pemeriksaan
pengadilan.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, maka hakim
berdasarkan Pasal 182 ayat (1) memberikan kesempatan kepada jaksa
penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya dan selanjutnya hakim juga
wajib memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk
mengajukan pembelaannya dan apabila pembela atau terdakwa tidak ada yang

akan dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maka menurut pasal 182 ayat

(2) yang berbunyi:
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“Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan
ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sckali iagi. Baik atas
kewenangan hakim ketua sidang k%arepa jabatannya maupun atas
permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasechat hukum dengan
memberikan alasan-alasannya”.

Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa “Sidang
dibuka kembali dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai
tahan musyawarah hakiim.

Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup,
dengan ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) di atas
maka, hakiin mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dun
apabila per'u musyawarah itu diadakan setelab ierdakwa, saksi, penasehat
hukum dan penuniut umum serta hadirin meninggalkan ruang sidang
pengadilan.

Hakim dalam bermusyawarah tidak boleh menyimpang dari surat
dakwaan, hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa
“musvawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang’.

Berdasarkan wawancara penulis, bahwasanya Hakim dalam
pemeriksaan perkara pidana senantiasa berusaha untuk menetapkan antara
lain:

a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut

pemeriksaan di pengadilan. _

b. Apakah telah terbukti terdakwa bersalah atas perbuatan yang

didakwakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan itu.
c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan

perbuatan itu.
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d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. 3

Untuk menetapkan hal-hal seperti yang diuraikan di atas maka hakim
memerlukan adanya bukti-bukti yang cukup sah. Selanjutnya dalam pasal 182
ayat (3) KUHAP dinyatakanr bahwa:

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan
pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertus,
sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketva
majelis dan semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan beserta
alasannya.

Musyawarah majeiis merupakan hasil permufakatan majelis yang
merunakan pennufakatan bulat, kecuali jixa hal itu telah diusahakan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai, maka ditcmpuh dua cara sebagai berikut :

b. Putusau diambil adengan suara terbauyak (voting)

c. Apabila sah dilakukan voting maka yang dipakai adalah pendapat
hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Setelah putusan diambil,
maka dituangkanlah putusan tersebut di dalam surat keputusan. Untuk sahnya
suatu surat kepuiusan haruslah dipenuhi ketentuan sebagaimana diatur di
dalam pasal 197 ayat (1) huruf a sampai 1, yaitu :

1) Kepala putusan yang ditulis berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

'®) Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan
Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014
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2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

a.

b.

Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoieh dari pemeriksaan
disidang yang menjadi dasar penenetuan kesalahan terdakwa.
Tuntutan pidana sebagaimana terdapat di dalam surat tuntutan.
Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
nemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan
yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali
perxara diperiksa oleh hakim tunggai.

Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Ketentuan pada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumiah pasti dan ketentuan mengenai barang bulti.
Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di
mana letaknya di mana kepalsuan itu, jika dianggap surat otentik

dianggap palsu.

Perintali supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau

dibebaskan.
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Surat Perintah atau Putusan tersebut mencantumkan :
a. Hari dan ianggal putusan,
b. Nama penuntut umum,
¢. Naina hakim yang memutuskan,
d. Nama paniera.
Urtuk keputusan yang sifatnya bukan pemidanaan diatur dalam Pasa!
199 huruf a sampai ¢ KUHAP sebagai berikut :
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali
hurufe, fdan h

b. Pernyatean bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala
putusan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

¢. Perintah supaya terdakwa segera dibcbaskan jika ditahan.

Apabila surat putusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka
berakibat baliwa surat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) dan pasal
199 ayat (2) KUHAP).

Menurut Andi Hamzah bahwa: Ketentuan tersebut sangat

menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa
yang didakwakan telah terbukti dan cleh karena itu terdakwa harus

dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak
terbukti, dan hakim yang ketiga adalah abstain, maka terjadilah

pembebasan (Vrijprakk) terdakwa."”
Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di atas
dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk

keperluan itu dan isi buku itu sifatnya rahasia.

') Andi Hamzah, Op. Cit. him. 284
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Di dalam KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan
keputusan itv didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang
terbukti dalam sidang pengadilan. Jadi di sini jelas bahwa hakim dalam
merjatuhkan putusaunya kepada terdakwa harus berdasarkan kepada surat
dakwaan, dengan kata lain tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan
penentuan umum dan hal-hai terbukti dalam sidang.

Seperti diketahui bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk
umum, surai putusan ini harus ditandatangani cleh hakim dan panitera hal ini
dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 220 KUHAP, yakni: “Surat putusan
ditandatangani oleh hakim dan penitera seketika setelah putusan itu
diucapkan”

Putusan pengadiian dinyatekan dengan hadimya terdakwa kecuali
dalam hal KUHAP menentukan Jain pengecualian ini terutama terhadap
perkara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
terdakwa dan juga terdakwa dapat menunijuk orang lain mewakili dalam
sidang pengadilan.

i dalam tindak pidana ekonomi peradilan in absentia dilakukan
terhadap orang yang tidak diketahui dimana ia berada, tetapi terbatas terhadap
penjatuhan pidana perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu juga
dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tanpa hadirnya terdakwa.

Hal yang demikian juga terdapat dalam tindak pidana subversi.
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Dalam pasal 196 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981

dinyatakan bahwa setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua wajib

memberi tahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknye,

sebagaiinana vang tercantum haknya, yaitu :

a.

Hak segera menerima atau menolak keputusan.

Hak meinpelajart keputusan sebeium menyatakan menerima atau
menolak keputusan dan tenggang wakiu yang ditentukan dalam
undang-undang ini.

Hak mieminta penangguhan Putusan dalam tenggang waktu yang
telah ditentukan olch undang-undang untuk dapat mengajukan
grasi dalani hal ia menerima putusan.

Hak minta diperiksa perkaranva dalam tingkat banding dalam
tenggang yang telah diteniukan oleh undang-undang ini, dalam hak
ia menolak putusan.

Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud huruf a

dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlunya pemberitahuan tersebut diatas maksudnya adalak agar

terdakwa mengetahui haknya, sebelum jaksa menjalankan keputusannya.

Dalam nraktek sering timbul kesulitan seshubungan dengan ketentuan

huruf a di atas setelah keputusan itu dieksekusi terdakwa tersebut mencabut

kembali pernyataan sesuai dengan ketentuan huruf e dan untuk selarjutnya

mengajukan upaya hukum btanding atau kasasi apabila upaya hukum

sebagaimana dimaksud di atas ternyata diteruskan, maka dengan sendirinya
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putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht)
Putusan Hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
apabila tenggang waktu untuk berpikir telah dilampaui tujuh hari setelah
putusan pengadilan tingkat pertama dan 15 hari sctelah pengadilan tingkat
kedua, sesuai dengan maksud ketentuan dar: pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Dalam proses peradilan akan berakhir dengan suata putusan akhir.

Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan meyatakan pendapatnya tentang
apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (11) bahwa “Putusan
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari sega'a tuntutan hukum
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”

Jenis-jenis putusan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 Pasal 191 KUHAP yang berbunyi:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada
terdalcwa tak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum.
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Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1 dan 2) di atas, maka
dapat diketahui adanya putusan berupa pembebasan terdakwa, apabila
menurut hasil pemeriksaan pengadilan, ternyata kesalahan yang dituduhkan
xepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan Pasal 191 ayai (1)
sedangkan pada Pasal 191 ayat (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukura,
hal ini jika menwrut hasii pemeriksaan di sidang pengadilan perbuatan
terdakwa terbukti tapi ternyata tidak merupakan iindakan pidana, jadi dari
uraian di atas ada dua jenis putusan hakim, yakni: putusan bebas dan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain dari ketentuan tersebut diatas maka keputusan hakim ini ada
lagi ketentuan yang mengaturnya seperti vang terdapat dalam Pasal 193 ayat
(1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat
tahwa terdakwa berzalah melckukan tindah pidana yang didakwakan
kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari pasal tersebut di atas, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana
jika berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang dituduhkan kepadanya. Jadi dari dua hal tersebut di atas, yaitu
Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP maka berarti ada tiga jenis keputusan hakim
dalam arti vonis, yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

3. Putusan berur2 pidana
Menurut Andi Hamzah, setiap putusan hakim merupakan salah satu di

antara tiga kemungkinan, di atas yaitu :
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1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib

2. Putusan bebas

3. Putusan iepas dari segala tunitutan hakim?"
Selain itu menurut Hedrastanto Yudowidagdo, ia membedakan jenis
keputusan hakim dengan menemukakan unsur keputusan itu, yakni:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

hukun
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.’’

)

Putusan bebas akan djatchkan oleh hakiin jika pengadilan berpendapat
bawa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas kesalahan
vang didakwakan kepadanya szcarn sah dan menyakinkan tak terbukti, maka
terdakwa diputus bebas.

Demikian juga halnya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak
pidana Korupsi di Pengadilau Palembang, maka seorang tcrdakwa dalem
pemeriksaan oleh maielis hakim yang keputusan majelis hakim dapat terjadi
dengan tiga kemuigkinan macam putusan, sebagaimana yang telah ditentukan
oleh KUHAP, dimana terdakwa setelah menjalani proses pemeriksaan dari
tahap pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sampai kepada putusan
yang dijatuhkan majelis hakim yang dapat berupa, putusan bebas, putusan
lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan berupa pidana.

Terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi
dapat dihukum dengan pidana yang diikuti dengan denda, dimana terdakwa

selain harus menjalani hvkuma: penjara juga diharuskan membayar sejumlah

29 Ibid., him. 285

20) Y. Yudowidagdo, Op.Cit.,hlm. 90.
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denda yang biasanya berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh
terdakwa.??

Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Paleinbang, yaitu sesuai dengan ketentuan dalani
KUHAP dengan membuktikan unsur-unsur yang termuat sesuai dengan
dakwaan jaksa penuntut umum, schingga majelis hakim memeriksa sejalan
dengan dakwaan dan alat bukti seperti saksi dan alat bukti tulisan, maupun
keterangan ahli serta pengakuatn terdakwa yang teruangkap di muka

persidangan.

B. Hambaiau dalam peinbuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
Hukum pidana dalam usabanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah
semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana atau hukuman, tetapi di
samping itu juga dengan menjalankan tindakan-tindakan. Tindakan inipun
suatu sanksi juga, akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini
ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, maksudnya adalah untuk
menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang sedikit
banyak adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana (tindak
pidana). Walaupun demikian, tindakan pada umumnya juga dirasakan sebagai

pidana (hukuman) karena berhubungan erat dengan suatu pencabutan atau

?2) Wawancara Penulis Dengan Bapak Iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan
Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014.
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pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan
itu s=cara teoritis sukar ditentukan, karena pidana sendiripun dalam banyak hal
juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Akan tetapi
secara praktis tidaklah ada kesulitan karena apa yang dicantumkan dalam
Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana atau hukuman, sedangkan yang
lain daripada itu semuanya adalah tindakan.

Seseorang mclakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum
atau melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti ia
dapat langsung dipidana.

Bambang Puinomo memberikan syarat-syarat untuk dapat dipidananya
seseorang yaitu : Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi
perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung
jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus
ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan terbukti dari alat
bukti dengan keyakinan terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka
pengadilan.?

Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa orang tidak mungkin
dipertanggung jawabkan (dijatuhi hukuman) kalau ia tidak melakukan
perbuatan pidana, akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak

selalu ia dapat dipidana.

) Bambang Purnomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2005,
hlm. 37
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Berdasarkan pendapat kedua sarjana di atas maka penulis berpendapat
bahwa dapat dipidananya seseorang itu apabila ia telah melakukan tindak
pidana dan mempunyai kesalahan. Jadi apabila seseorang memenuhi unsur-
unsui tindak pidana dan kesalahan, maka orang tersebut dapat dikenakan
pidana atau hukuman. Mengenai macam-macam daripada hukuman diatur
dalam Pasal 10 KUHP yang membcdakan pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan
denda. Scdangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak tertentu,
disitanya barang-barang tertentu dan diumumkannya putusan hakim.

Pasal 28 Undang-undang No. 4 i@hun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, ayat (2) menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat
ringannya pidana hakim dibebankan tugas uutuk memperhatikan pula sifat
baik dari terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Pengadilan
Palembang, bahwasanya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya
kepada terdakwa, maka majelis hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat
memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun yang dapat dijadikan
pertimbangan meringankan hukum: terhadap terdak-wa, antara lain :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbatannya

3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
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4, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.’s)

Terhadap pemeriksaan tindak pidana korupsi, yang sering menjadi
hambatan dalam pemeriksaan oleh majelis hakim di muka persidangan,
berdasarkan hasil wawancara penulis, antara lain pada saat di tingkat
penyidikan, dan penuntutan terdakwa tidak ditahan atau tahanan luar, sehingga
memungkinkan terdakwa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat
pemeriksaan di persidangan dapat menyulitkan bagi hakim untuk melakukan
pemeriksaan, dikarenakan Jaksa Penuntuf Umum terkadang kesulitan
menghadirkan terdakwa di muka persidangan.

Hambatan dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh
majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu :

a. Apabila saksi tidak dapat hadir dikarenakan sudah pindah tugas;
b. Pembuktian melalui keterangan ahli yang dihadirkan berdomisili di luar

Propinsi Sumatera Selatan

18) wawancara Penulis Dengan Bapak iskandar Harun, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri
Klas I A Palembang, Tanggal 9 Desember 2014.
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PENUTUP

Berpangkal tolak pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka
sampailah penulis pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan
1. Pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu sesuai dengan ketentuan
dalam: KUHAP dengan membuktikan unsur-unsur yang termuat sesuai
dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim memeriksa
sejalan dengan dakwaan dan alat bukti sepeiti saksi dan alat bukii tulisan,
maupun keterangan ahli serta pengakuatn terdakwa yang teruangkap di
muka persidangan.
2. Hambatan dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana Korupsi oleh
majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembany, yaitu :
c. Apabila saksi tidak dapat hadir dikarenakan sudah pindah tugas;
d. Pembuktian melalui kﬂ.;terangan ahli yang dihadirkan berdomisili di luar

Propinsi Sumatera Selatan.

B. Saran

1. Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi
kiranya tidak melakukan pilih kasih terhadap terdakwa, sehingga benar-

benar memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa.
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2. Hakim seharusnya dapat memperhatikan secermat mungkin tentang hal-

hal yang dapat meringankan dan memberatkan dan pada terdakwa.
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